Menimbang :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2004
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi,

dihormati, dan dijamin penegakannya;

. bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama

tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang
layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian,

keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;

. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek

perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban
kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat

manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;

. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya

yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip
persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan

gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;

e. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2 .

. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu
upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga
kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang
pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat,
hak asasi manusia, dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan

kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional;

bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan
secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan
peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga

kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;

. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang
ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai

penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negerti;

. bahwa dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar

negeri diatur dengan Undang-undang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu
membentuk Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : ...
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Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4279);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah
setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di
luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan

menerima upabh.

2. Calon ...
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. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah
setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari
kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI
sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar
negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen,
pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan,
pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara

tujuan.

. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan
calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama,

maupun sesudah bekerja.

. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah
memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan

pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di

negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.

. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah
instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta,

dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.

8. Perjanjian ...
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Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara
pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna
yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka

penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.

Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana
penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan
kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara

tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna
yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing
pihak.

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN
adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur

untuk bekerja di luar negeri.

Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk

masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.

Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI
adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang

akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.

14. Surat ...



